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PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR OL TAHUN2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAII
I(ABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

Menimbang a

Mengingat

b

BUPATI TAPANULI UTARA,

bahwa da,lam rangka melalsalakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah
Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, dijelaskan Bupati melimpahkan sebagian atau
seluruh kekuasaannya kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023;

Unda.ng-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
SumaLera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir
dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang
Nomor 9 Tafiun 2003 tentarg Pembentukan Kabupaten Nias Selatan,
Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di
Propinsi Sumatera Utara:
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (tembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 66, Tambaial Irmbaran Negara Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentaag Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentarg Cipta Kerja (Lembaran
Negara Tahun 2020 Nomor 24s,Tambah Lembaran Negara Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambah
Lembaran Negara Nomor 5601) sebagaimana telah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Ke{'a (Lembaran
Negara Tahun 2020 Nomor 245,Tambah Lembaran Negara Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungal Keuargan
Antara Pemerintah Pusat Dal Pemerintah Daerah (lembaran Negara
Republik lndonesia'lahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaian Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2O0O tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Ta,hur-r 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028)
Perartur:m Pemerintah Nomor' 23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (l,embaran Negara Tahun 2005 Nomor
48, T:unbahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layzrnan Umum (l,embaran Negara Tahun 2012 Nomor
171' 'l'ambaha-r-r Lembaran Negara Nomor tT!!)k*,-^ 
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peraturan Pelnerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporar Keuangan

;;ia;rl" lnstarsi Pemerintah (Lembaran Negara 'lahun 2006 Nomor

25, Tambtlhan kmbaran Negara Nomor 4614);

F"i.t..a, pemerintah Nomoi 1g Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

iL.-U-.. 
-N"g-. 

Republik Indonesia Tahun 20 16 Nomor I 14'

i^rnU.fr.r, t,eirbaral Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

"ifr"S-"r"""-A"h 
dirbuh"d"r,gut Peraturan Pemerintah Nomor 72

i"t "? 
zOrq tentang Perubahan-Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (l-embaran Negara Republik

Inrlonesia 1'ahun 2b 19 Nomor 187, Tambahan lrmbaran Negara

Republik lndonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 201 7 tentang FIak Keuangan dan

nAminlstratii Pilnpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara tahun 2017 Nomor 106, Tambahan lrmbaran Negara

Nomor 6057);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
l(euangan Daerah {Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembanan Negara Nomor 6322);
Perat.urim Nlenteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
PeraLur?rn i)acrah l(abupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2008
t.entang Orgalisasi darl Tata Kerja I(elurahan Kabupaten Tapanuli Utarer;

Peratuian baerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor O7 Tahun 2014
tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung
Kabupaten'l'aparruti Utara;
Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016
tentang Pernbentukan Perangkat Daerali Kabupaten Tapanuli Utara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tapanuli Ulala Nomor 08 Taiun 2021;
Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2019
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara;
I)eraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2021
tentang Pengelolaar Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utana Nomor 06 Tahun 2021
tentang Pembentukan Badan Penalggulangan Bencana Daerah
Kabupalen Tapanuli Utara;
Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2022
tentarg Anggarar-r Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023;
Pe l'aturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 71 Talun 2022 tentang
Penjabaran Anggalaln Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaral
2023;
Per?rtur2]n llup:Iti 'l'apiinuli Uta]'a Nomor 75 Tahulr 2022 tentang Sistem
dan Prosedur- Pengelolaa-n Keuangal Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
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Me netapkan

KESATU

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGBLOLA
KEUANGAN DAERAH KABUPATtrN TAPANULI UTARA TAHUN ANGGARAN
2023.

Menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum da-lam Lampiran dan
merupalan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pejabat Pengelola l(euangan Daerah sebagainana dimaksud pada diktum
Kesatu Keputusan ini, mempunyai tugas :

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. menlr:sun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang

perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungiawaban
pelalsanaan APBD;

c.rneld.ksarr.tkdra l,€munguta; .--..../3
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Salio.an sesuai deugan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam

Peraturar Daerah;
d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;

e. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh

Kepa-la Daerah.
Pejabat Pengelola I(euangan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum
Kesatu Keputusan ini, juga bertindak selaku Bendahara Umum Daerah yang

mempunyai wewenang, anta-ra lain :

a. mer-r)'Llsun kebijakan dan pedomart pelaksanaan APBD;
b. mengesahkan DPA-Perangkat Daerah/DPPA- Perangkat Daerah ;

c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
cl. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan

pengeluaran Kas Umum Daerah;
e. melaksanakan pemunglltan Pajak Daerah;
f. menetapkan SPD;
g, menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama

Pcmerir-rtah Daerah;
h. melaksanzrl<an sistern akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
i. menyajikan inforrnasi keuangan daerah;
j. melakukarl pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan

Pengelualan Daerah sesuai dengan ketentuan perat-uran
perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum
Daerah; r

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengusulkan Pejabat di Lingkungan
Satuan Ke4'a Pengelola Keuangan Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum
Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusal Bupati.

Kcputusarr ini bcrlaku untuk Tahun Anggaran 2023, dengan ketentuan
apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnva akan
diadakar perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal OL - ot - )a2-!
BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

NIKSON NABABAX

\t--\
WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
Perata Tk.I (III/d)
NIP. 19470704201 10 1 IOOS
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c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam
Peraturan Daerah;

d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
e. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuam yang dilimpahkan oleh

Kepala Daerah.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum
Kesatu Keputusan ini, juga bertindak selaku Bendahara Umum Daerah yang
mempunyai wewenang, antara lain :

a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
b. mengesahkan DPA- Perangkat Daerah/DPPA- Perangkat Daerah ;

c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan

pengeluaran Kas Umum Daerah;
e. melaksanakan pemungutan Pajak Daerah;
f. menetapkan SPD;

C. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama
Pemerintah Daerah;

h- melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
i. menyajikan informasi keuangan daerah;
j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan

Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, tidak dilakukan nielalui Rekening Kas Umum
Daerah;

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengusulkan Pejabat di Lingkungan
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum
Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2023, dengan ketentuan
apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan
diadakan perbaikan se bagaimana mestinya.

di Tarutung
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LAMPTRAN KEPI.ITUSAN
NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG :

BUPATI TAPANULI UTARA
TAHUN 2023

2023
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
TAPANULI I]TARA TAHUN ANGGARAN
2023.

P&'AEAT PEIIGELOLA KEUAITGAIY DAERAH
KABUPATEI{ TAPAITULI UTARA TAIIUT AITGGARAIT 2()23
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KIJO SINAGA, SE., M.Si
PEMBTNA TK.r (rvlb)
NrP. 197301 1 1 199503100r

KEPALA BADAN
KEUANGAN DAN ASE"T

DAERAH KABUPATEN
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